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ABSTRAK

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka
kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Berbicara tentang
penghibahan barang yang belum ada maka erat kaitannya dengan persoalan
syarat dan rukun hibah Yang menjadi masalah adalah bagaimana ketentuan
tentang penghibahan barang yang belum ada dalam pasal 1667 KUH Perdata?
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 1667 KUH Perdata tentang
penghibahan barang yang belum ada?

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik library
research (penelitian kepustakaan). Data primernya, yaitu KUH Perdata
sedangkan data sekundernya, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul
skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode
deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis tinjauan hukum
Islam tentang penghibahan barang yang belum ada dalam Pasal 1667KUH
Perdata. Alasan digunakannya metode analisis ini karena penelitian ditujukan
pada sejumlah kepustakaan yang relevan dengan tema skripsi ini.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan tentang penghibahan
barang yang belum ada dalam Pasal 1667 KUH Perdata, hibah hanyalah dapat
mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang
baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah
batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu
barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru
akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama
adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah. Tinjauan
hukum Islam terhadap pasal 1667 KUH Perdata tentang penghibahan barang
yang belum ada, terdapat dua pendapat yang berlainan. Menurut mazhab
Syafi'i, hibah terhadap barang yang belum ada adalah tidak boleh sedangkan
menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali bahwa seseorang yang
menghibahkan barang yang belum ada namun diperkirakan akan ada di
kemudian hari maka hibah yang demikian boleh. Dan apabila keduanya dilihat
dari pasal 1667 KUH Perdata bahwa antara pasal 1667 KUH Perdata dengan
mazhab Syafi'i adalah sama-sama tidak memperbolehkan penghibahan
terhadap barang yang belum ada meskipun diperkirakan akan ada di kemudian
hari sedangkan antara Pasal 1667 KUH Perdata dengan mazhab Maliki,
Hanafi dan Hambali terdapat perbedaan antara keduanya. Menurut Pasal 1667
KUH Perdata, hibah terhadap barang yang belum ada adalah tidak boleh
sedangkan menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali bahwa penghibahan
terhadap barang belum ada namun diperkirakan akan ada di kemudian hari
maka hibah yang demikian boleh. Maksud hukum Islam membolehkan hibah
terhadap barang yang belum ada adalah hibah itu bersifat bebas dan
merupakan sebuah keinginan dari penghibah untuk memberikan suatu barang
kepada orang yang dia anggap layak menerimanya. Adapun soal ada atau
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belum ada barang itu tidak bisa dikategorikan dengan perjudian. Hibah
bukanlah dimaksudkan untuk berjudi melainkan suatu kerelaan dari pemilik
barang atau harta benda untuk menyerahkan barang.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam
al-Qur’an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba
artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berati memberi karunia, atau
menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).

Abd al-Rahmén al-Jaziri dalam Kitab al-Figh ‘ald al-Mazéhib al-
Arba’ah, menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut
mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa
menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu
memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang
diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi’i dengan singkat
menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik
secara sadar sewaktu hidup.?

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka
kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.> Para ulama figh
(Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat

berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

'Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997, him.
466

?Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-4rba’ah, Juz 111, Beirut: Dar
al-Fikr, 1972, him. 208 - 209

*Abdual Aziz Dahlan, et al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru VVan
Hoeve, 1997, jilid 2, him. 540
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Artinya: ... Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu
sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka
makanlah (ambillah) pemberian itu...*

Dalam surat al-Bagarah, 2: 177 Allah berfirman:

_ e - ) /a/ :/o/ oao < v < ~ /o a0

(177540

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-oran% miskin, dan orang
musafir (yang memerlukan pertolongan)...

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang

berbunyi:

Juij;my;smdpwgw&\g@sﬂﬁ o e
(o Sl sl 2l oY1 3 (gl ely)) 1L l0l8

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling
berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling
mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "Al Adabul
Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang
bagus.

Adapun dalam kaitannya dengan tema skripsi ini, bahwa berbicara

tentang penghibahan barang yang belum ada maka erat kaitannya dengan
persoalan syarat dan rukun hibah. Secara terminologi, yang dimaksud dengan

syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya

*Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan
Terjemahnya, 1986, him. 115

*1bid, him. 43.

SAl-San'any, Subul as-Salam, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950,
juz 11, him. 92.



sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula
hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.’
Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,® bahwa syarat
adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan
sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan
hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara’, yang
menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah,
asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya
hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi
wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.®

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis)
sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan
rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian,
maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi
rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang

! rukun adalah suatu unsur

mensifati).’® Dalam Ensiklopedi Hukum Islam,
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga
yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak

adanya sesuatu itu." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul

’Alaiddin Koto, llmu Figh dan Ushul Figh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004,
him. 50

8Abd al-Wahhab Khalaf, 1lm usal al-Figh, Kuwait: Déar al-Qalam, 1978, him. 118.

*Muhammad Abu Zahrah, Usdl al-Figh, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958, hlm. 59.

YMuhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 95

“Abdul Azis Dahlan, ed.. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van
Hoeve, 1996, him. 1510



Figih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan
hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan
sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar
hukum itu sendiri.?

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan
syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku
hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga: (1) orang yang
menghibahkan (al-wahib); (2) orang yang menerima hibah (al-mauhub lah);
pemberiannya (al-hibah).*® Hal senada dikemukan Abd al-Rahman al-Jazirf,
bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) ‘Aiqid (orang yang memberikan dan
orang yang diberi) atau wahib dan mauhub lah; (2) mauhub (barang yang
diberikan) yaitu harta; (3) shighat atau ijab dan gabul. **

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya
ijjab (ungkapan penyerahan/pemberian harta), gabul (ungkapan penerimaan)
dan gabd (harta itu dapat dikuasai langsung).*®> Jumhur ulama mengemukakan
bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b)

harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.*®

2Ibid., him. 1692.

Blbnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409
H/1989, Juz II, him. 245

Y Abdurrrahman al-Jaziri, op.cit., him. 210

Ibid., him. 210

'®Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004, him. 244



Tidak ada perselisinan dalam mazhab Maliki bahwa menghibahkan
barang yang tidak jelas (majhul) dan barang yang tidak (belum) ada (ma'dum),
tetapi dapat diperkirakan akan ada, maka hal itu boleh.*’

Dalam Pasal 1667 KUH Perdata ditegaskan:

Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika

hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari,

maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.*®

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka jika dihibahkan suatu
barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru
akan ada dikemudian hari, maka penghibahan yang mengenai barang yang
pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua (yang baru akan ada
dikemudian hari) adalah tidak sah.*

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini
dengan tema: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGHIBAHAN
BARANG YANG BELUM ADA (Studi Analisis Terhadap Pasal 1667 KUH

Perdata)™

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi pokok
permasalahan:
1. Bagaimana ketentuan tentang penghibahan barang yang belum ada dalam

Pasal 1667 KUH Perdata?

YIbnu Rusyd, op.cit., him. 247

8R. Subekti dan R. Tijitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:
Pradnya Paramita, 1985, him. 436

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1981, him. 108



2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 1667 KUH Perdata

tentang penghibahan barang yang belum ada?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui ketentuan tentang penghibahan barang yang belum ada
dalam Pasal 1667 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 1667 KUH

Perdata tentang penghibahan barang yang belum ada

D. Telaah Pustaka

Dalam studi kepustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi
bahasanya hampir sama dengan penelitian saat ini, dan ada beberapa
kepustakaan yang telah membahas masalah hibah. Skripsi yang dimaksud di
antaranya:

Skripsi yang disusun Amalia Sholikhah dengan judul: Analisis Hukum
Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab.
Blora. Pada intinya penulis skripsi ini menyatakan status kepemilikan tanah
wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa
yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah
dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (figih
muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten
Blora termasuk milk nagish (pemilikan tidak sempurna) karena pada

prinsipnya, wakaf termasuk kategori milk nagish. Di samping itu keluarga



almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki
hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat al-aqd.

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin
Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan
oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di
masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman
ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh
mengalih fungsikan tanah wakaf.

Skripsi yang disusun Muhammad Munir dengan judul: Analisis
Terhadap Pendapat Imam Syafi’i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah.
Pada intinya penulis skripsi ini menyatakan menurut Imam Syafi’i, hibah tidak
boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan maksud
untuk memperkuat silaturahmi atau sebagai sedekah sukarela tanpa
mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan
maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah
merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik,
maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah
dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Alasan hukum Imam Syafi’i tentang pencabutan kembali hibah, dapat
ditegaskan bahwa ia menggunakan metode istinbat hukum berupa hadis yang
diriwayatkan Imam Malik dalam Kitab al-Muwatta'. Hadis tersebut memberi
garinah (petunjuk) bahwa sesungguhnya orang yang memberi hibah apakah

dalam bentuk sedekah atau hadiah, dan si penghibah memberikannya tanpa



mengharap imbalan maka pemberian itu tidak bisa dicabut kembali. Namun
demikian bila si penghibah mengharapkan imbalan maka hibah yang demikian
dapat dicabut kembali, karena hibah yang demikian boleh jadi ada semacam
akad atau komitmen antara penghibah dengan yang menerima hibah.
Komitmen itu bisa misalnya penghibah bersedia memberi, dengan catatan si
penerima hibah memberi imbalan apakah berupa nafkah hidup dan sebagainya

Skripsi yang disusun oleh Abdul Khamid dengan judul: Analisis
Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibabh.
Penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, syarat sahnya
hibah harus ada serah terima, tanpa serah terima maka hibah menjadi batal.
Pendirian Imam Syafi'i seperti ini didasarkan atas beberapa hadis yang secara
implisit mengharuskan hibah dengan serah terima. Dengan kata lain metode
istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah beberapa hadis di
antaranya: diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "Al Adabul Mufrad, dan
diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus. Kemudian hadis yang
diriwayatkan oleh Al Bazzar.

Menurut Imam Syafi'i bahwa serah terima merupakan salah satu syarat
sahnya hibah; jika tidak ada serah terima, maka tidak sahlah hibah. Oleh
karenanya, bila salah seorang pemberi atau penerima hibah itu meninggal
sebelum ada timbang terima, maka batallah hibah itu.

Skripsi yang disusun olen Dedi Hermawan dengan judul: *Studi
Analisis Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Batalnya Hibah. Pada intinya skripsi

ini memaparkan sebagai berikut: pada dasarnya pemikiran Imam Syafi’i tidak



bertentangan dengan maksud dan tujuan adanya pembatalan hibah, lebih-lebih
lagi bila konsepnya dihubungkan kurun waktu masa itu dan negara di mana ia
berdomisili. Dengan kata lain pemikiran Iman Syafi’i pada waktu itu sangat
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara di mana ia hidup. Namun
demikian jika pemikirannya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat
dewasa ini sudah barang tentu tidak relevan lagi, mengingat keadaan geografis
dan kultur masa itu dengan masa kini jauh berbeda, sehingga sukar dicari
benang merahnya. Perbedaan itu tampaknya dapat dilihat dari berbagai aspek,
antara lain: keadaan negara saat ini sudah demikian luas dengan jumlah
penduduk yang relatif tinggi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.
Sementara, jumlah penduduk di negara di mana Iman Syafi’i berdomisili
relatif kecil baik dalam sudut pandang kualitas maupun kuantitasnya. Karena
itu kebutuhan manusia, antara saat itu dengan masa kini jauh berbeda.
Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat
skripsi yang telah disebut belum mengungkap dan menyentuh persoalan

penghibahan barang yang belum ada.
E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:?
1. Jenis Penelitian
Penulisan ini menggunakan penelitian dokumen yang Menurut

Suharsimi Arikunto yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel

2Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang
memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
1991, him. 24.
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yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen
rapat, agenda, dan sebagainya.”’ Dengan demikian penulis hendak
meneliti sejumlah kepustakaan (library research), kemudian memilah-
milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas,
baik dari aspek isinya maupun popularitas pengarangnya. Untuk itu
digunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penghibahan

barang yang belum ada
2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu KUH Perdata .

b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, di
antaranya: Kompilasi Hukum Islam, Imam Taqi al-Din, Kifayah Al
Akhyar; Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Mugtasid,;
Mahmud Syaltut, Mugaranah al-Mazahib fi al-Figh, Terj. Abdullah
al-Kaaf, “Fiqih Tujuh Mazhab”; Abd Arrahman al-Jaziri, Kitab al-

Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode library
research (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang
dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang
digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan

dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat,

2lgyharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2002, him. 206.
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guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan

masalah yang sedang dikaji.
4. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode
deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis tinjauan hukum
Islam tentang penghibahan barang yang belum ada dalam Pasal 1667KUH
Perdata. Alasan digunakannya metode analisis ini karena penelitian
ditujukan pada sejumlah kepustakaan yang relevan dengan tema skripsi

ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-
masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan
yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara
global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah,
permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan
sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan hukum Islam tentang penghibahan yang
meliputi pengertian dan dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, nama lain

dari hibah, hibah terhadap barang yang belum ada.
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Bab ketiga berisi hibah dalam KUH Perdata yang meliputi kedudukan
hibah, kecakapan untuk memberi dan menerima hibah, cara menghibahkan,
hibah terhadap barang yang belum ada.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap Pasal 1667 KUH
perdata yang meliputi analisis Pasal 1667 KUH Perdata tentang penghibahan
barang yang tidak (belum) ada, analisis hukum islam terhadap penghibahan
dalam Pasal 1667 KUH Perdata.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan

penutup.



BAB |1

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah
Secara etimologi, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari akar kata
wahaba - yahabu - hibatan, berarti memberi atau pemberian.! Dalam Kamus

al-Munawwir kata "hibah™ ini merupakan mashdar dari kata (<) yang

berarti pemberian.? Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu
kepada orang lain.

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang
berbeda-beda, di antaranya:
1. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,” merumuskan hibah

adalah:
Legkes LA = 2se Db LI ugy Ade

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti
ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela™.

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang
kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya

pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

"Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam, Beirut Libanon: Dar al-Masyrig, tth,
him. 920.

?Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, him. 1584

® Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, him. 398.

*Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, him. 82

13
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2. Abd al-Rahméan al-Jaziri dalam Kitab al-Figh ‘ald al-Mazéhib al-
Arba’ah,” menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu
menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan
tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki
yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang
yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi’i dengan singkat
menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan
milik secara sadar sewaktu hidup.

3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab

Hambali:

e e I3gmge acde,das Yoyl Loglas Yo C35adilr SIS
5 eesd sl 8 Cxlgpe dads
Artinya: Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang
mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan
hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak,
bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya
dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan

imbalan.
4. Menurut Sayyid Sabig,” hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud
memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan

tanpa imbalan.

5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi,® bahwa hibah

adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam

*Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba ah, Beirut: Dar al-Fikr,
1972, juz 111, him. 208 - 209

®Ibid, him. 209

"Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, juz 111, him. 315
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hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti,
meskipun dari jenjang atas.

6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd
Aziz al-Malibary,” bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang
pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli tabarru, dengan
tanpa ada penukarannya.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna pemberian
harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun,
kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan
perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa
mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka
kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.”° Para ulama figh
(Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat

berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

s OF 2 Of

Artinya: ... Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari
maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah)
pemberian itu...**

z o,
e

(4 el y T2 T 3J80 L

8Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Indonesia: Dar al-lhya
al-Kitab, al-Arabiah, tth, him. 39

%Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in, Maktabah wa Matbaah,
Semarang: Toha Putera, tth, him. 84

Abdual Aziz Dahlan, et al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1997, jilid 2, him. 540

“Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan
Terjemahnya, 1986, him. 115
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Dalam surat al-Bagarah, 2: 177 Allah berfirman:

o - s o 4 //a/ :/a/ o2 T ¢a PR
(LT 5y Jo2d 535 Esedlls o83 (5 o5 £ Je JW i
Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-
anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang
memerlukan pertolongan)..."?

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang

berbunyi:

JB s ade ) Lo ol e wie Q3 ) ) 908 Gl e
B bl iy gils 54l QoW1 (3 syl olg)) 153l glesld

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling
berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.
(Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "Al Adabul Mufrad, dan
diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

Menurut Al-San‘any bahwa Al Baihagi dan lainnya juga meriwayatkan
hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang
penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadis hasan); seakan-akan beliau

menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.** Di antaranya hadis berikut

ini, sekalipun lemah.
Hﬂjw&\gﬂac&\dngj\é :Jﬁwéwc&\gb)w\y
1B SLsly 3l oly)) At s bl Oblgsls

Artinya: Dari Anas r.a., beliau berkata; Rasulullah saw., bersabda: saling
memberi hadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu

Ibid, him. 43.
BAl-San'any, Subul as-Salam, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950,

juz 11, him. 92.

“Ibid
1bid., him. 92
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menghilangkan kedengkian. (Diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan
sanad yang lemah).

Kelemahannya itu adalah karena di antara para perawinya ada orang
yang lemah. Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak
ada yang sepi dari kritik. Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan
menghilangkan rasa dendam. Hadis-hadis tersebut sekalipun tidak lepas dari
kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi
perbaikan perasaan hati.

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan
(hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab
itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta
untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.'® Menurut Al
Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,” bahwa Islam menganjurkan
agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada
menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali
untuk  mencari  keridhaan  Allah dan untuk mempererat tali
persaudaraan/persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi tagarrub dan sosial yang mulia, di
sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan
ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima
hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang

ayah terhadap anak-anak dalam Kkeluarga tidak sedikit yang dapat

®Helmi Karim, Figh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, him. 75.
"Masjfuk Zuhdi, Studi Islam, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988, , him. 75
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menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang
semula memiliki tujuan mulia sebagai tagarrub dan kepedulian sosial dapat
berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.
B. Syarat dan Rukun Hibah
Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu
dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun
terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun

adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,™®

sedangkan
syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan
dilakukan."*® Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat
adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai
tanda,?’ melazimkan sesuatu.?

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala
sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan
tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan
adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.? Hal ini sebagaimana
dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,*® bahwa syarat adalah sesuatu yang

keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari

ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 2002, him. 966.

“Ibid., him. 1114,

23atria Effendi, M. Zein, Ushul Figh, Jakarta: Prenada Media, 2005, him. 64

2!KKamal Muchtar, Ushul Figh, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I, him. 34

?2Alaiddin Koto, llmu Figh dan Ushul Figh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004,
him. 50

Abd al-Wahhab Khalaf, ‘llm us(l al-Figh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, him. 118.
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dimaksudkan adalah keberadaan secara syara’, yang menimbulkan efeknya.
Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah
sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya
syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti
wujudnya hukum.?*

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis)
sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan
rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian,
maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi
rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang

® rukun adalah suatu unsur

mensifati).?® Dalam Ensiklopedi Hukum Islam,?
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga
yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak
adanya sesuatu itu." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul
Figih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan
hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan
sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar
hukum itu sendiri.”’

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan

syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku

*Muhammad Abu Zahrah, Us(l al-Figh, Cairo: Dar al-Fikr al-¢Arabi, 1958, him. 59.

®Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 95

%Abdul Azis Dahlan, ed.. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van
Hoeve, 1996, him. 1510

#"Ibid., him. 1692.
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hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,?® rukun hibah ada tiga: (1) orang yang
menghibahkan (al-wahib); (2) orang yang menerima hibah (al-mauhub lah);
pemberiannya (al-hibah). Hal senada dikemukan Abd al-Rahman al-Jazirf,*
bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) ‘Aiqid (orang yang memberikan dan
orang yang diberi) atau wahib dan mauhub lah; (2) mauhub (barang yang
diberikan) yaitu harta; (3) shighat atau ijab dan gabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya
ijab (ungkapan penyerahan/pemberian harta), gabul (ungkapan penerimaan)
dan gabd (harta itu dapat dikuasai langsung).*® Jumhur ulama mengemukakan
bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b)
harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.**

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia
adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas.
Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka
termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.*

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:*®
a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila

harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi
yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum

muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan

8|pnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Mugtasid, Semarang: Toha Putra, juz
2, him. 245

2Abd al-Rahman al-Jaziri, juz 111, op. cit., him. 210

“bid

$'Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004, him. 244

%2Helmi Karim, op. cit., hIm. 75.

%1bid, him. 245 — 247.
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kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah
diperjualbelikan sah dihibahkan).

b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.

c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.

d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk
rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi,
ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa
menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila
seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain,
sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi,
maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga
orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah
yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari
pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah,
Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi
kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat,
menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah,
karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis,
menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn
al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar figh Hanafi,
mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa

diukur dan dibagi.
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e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait

f.

dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu
dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.
Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada
tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga
apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu
ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari
permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih
hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang
dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut
induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.

Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-gqabdh) penerima
hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah,
syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat
penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya
mengatakan al-gabdh (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat
terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat
ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa al-
gabdh hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad
hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang al-
gabdh ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah mengatakan
bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan gabul saja,

tetapi harus bersamaan dengan al-gabdh (bolehnya harta itu dikuasai),
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sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu

sebidang tanah, maka syarat al-gabdh nya adalah dengan menyerahkan

surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila
yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan
dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu:

1. al-gabdh secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima
harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu,
penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.

2. al-gabdh melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta
hibah ini ada dua, yaitu:**

a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau
belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya
adalah walinya.

b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima
hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau
barang itu ia ambil tanpa izin (al-gasb), maka tidak perlu lagi
penyerahan dengan al-gabdh, karena harta yang dihibahkan telah
berada di bawah penguasaan penerima hibah.

Dengan memperhatikan uraian di atas, bahwa di antara syarat-syarat

hibah yang terkenal ialah penerimaan (al-gabdh). Ulama berselisih pendapat,

apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Tagqi al-

$47akiah Daradjat, et al, llmu Figh, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 111,
him. 181 - 182
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Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.®* Menurut
Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab,
misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau saya milikkannya
kepadamu" atau saya anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang
bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau “saya puas".*

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazi menandaskan tidak
sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan gabul yang
diucapkan.®” Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat
sahnya hibah adalah penerimaan.® Apabila barang tidak diterima, maka
pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik® berpendapat bahwa hibah menjadi
sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk
menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima hibah memperlambat
tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit
menderita sakit, maka batallah hibah tersebut.

Apabila pemberi hibah menjual barang hibah, maka dalam hal ini
Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima hibah mengetahui
tetapi kemudian berlambat-lambat, maka ia hanya memperoleh harganya.
Tetapi jika ia segera mengurusnya, maka ia memperoleh barang yang

dihibahkan itu.

**|mam Tagi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayat Al Akhyar, Beirut:
Dar al-Kutub al-llmiah, tth, juz 1, him. 323.

%65yekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, op. cit., him. 84

¥'Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazi, op. cit., him. 40

*8|pnu Rusyd, op. cit., him. 237

*Ibid
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Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat
kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i
dan Abu Hanifah termasuk syarat sahnya hibah. Imam Ahmad dan Abu Tsaur
berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang
penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan
maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan
Zhahiri.*®

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan
menjadi syarat sahnya hibah pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang.
Fugaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam hibah yaitu karena
menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan
jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (al-Qabdhu) itu untuk
sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika
ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.

Berbeda halnya dengan fugaha yang mensyaratkan penerimaan, maka
Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang
diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra.
Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya
hibah.

Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam

Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

“lbnu Rusyd, op. cit., juz 2, him. 247
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Artinya: Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab
dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy,
sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang
yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian
mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka
meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku ada di tanganku, tidak
kuberikan kepada seorang pun”. dan jika ia hendak meninggal, maka
la pun berkata, "Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan
kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian,
kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada
orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli
warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.

Ali  ra. juga berpendapat seperti itu. Imam  Syafi'i
dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan
ijma’ sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan
berkenaan dengan hal itu. Akan halnya Imam Malik, maka ia menyandarkan
kepada dua perkara bersama-sama, yakni giyas dan apa yang diriwayatkan
dari sahabat, kemudian ia menggabungkan keduanya. Ditinjau dari kedudukan
hibah sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa
penerimaan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Ditinjau dari kenyataan bahwa
para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan

keburukan (saddu'dz-dzari'ah) yang disebutkan oleh Umar ra., maka Imam

“LAl-lmam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, al-Muwatha’,
Mesir: Tijariyah Kubra, tth, him. 151
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Malik menjadikan penerimaan pada hibah sebagai syarat kelengkapan dan
menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika ia berlambat-
lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi hibah menderita

sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi hibah ini gugur haknya.**

C. Nama lain dari Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat
(motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam
hibah adalah sebagai berikut:

a. Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya
tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam
Taqgiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayat
al-Akhyar bahwa al-Hibah ialah:

B oae pay Ll
Artinya: "Pemilikan tanpa penggantian™. , :,

b. Shadagah. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di
akhirat.” Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari
seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan

karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa

“?|bid, him. 247-248.

*% Imam Tagiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayah Al Akhyar, Beirut:
Dar al-Kutub al-llmiah, tth, him. 323

* Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, him. 315.
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c. Washiat, yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash-Siddieqy

ialah:*
5Ly dmy oy Jlo o Loy wilm (3 0L 4 (g Ais

Artinya: "Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa
hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang
diberikan sesudah wafatnya".

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa washiyyat adalah
pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan
diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan
perlu diketahui bahwa tidak semua washiyyat itu termasuk pemberian,
untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut
orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.®® Atau dalam redaksi
lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya
penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah athiyah termasuk
hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa
hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan athiyah. Adapun
perbedaannya sebagai berikut:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri

kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat

** TM Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figih Muamalah, Semarang: PT Pustaka Rizki
Putra, 1999, him. 107
*® Sayyid Sabig, loc. cit
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membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut
dinamakan sedekah.

Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena
rasa cinta, dinamakan hadiah.

Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah
dinamakan hibah.

Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit

menjelang kematiannya, dinamakan athiyah.*’

D. Hibah terhadap Barang yang Belum ada

Barang hibah sesuatu atau harta yang dihibahkan. Syarat-syaratnya

ialah :

a.

Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah
oleh ajaran Islam.

Barang itu telah menjadi milik sah dari penghibah dalam arti yang
sebenarnya. Tidak boleh dihibahkan barang yang belum jelas pemiliknya,
seperti menghibahkan ikan dalam sungai, burung yang masih beterbangan
di udara dan sebagainya.

Harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta penghibah, seperti
penghibah mempunyai sebidang tanah, yang akan dihibahkan ialah
seperempat dari seluruh tanah itu. Di waktu menghibahkan tanah yang

seperempat itu telah dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.

him. 57.

*"Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islamy wa Adillatuh, Juz, V, Beirut: Dar al-Fkr, 1989,
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d. Harta yang akan dihibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu
perjanjian dengan pihak lain, seperti harta itu dalam keadaan digadaikan
atau dibankan.

e. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu
dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum dibangun,
atau tanah yang belum selesai dibalik nama atas nama penghibah dan
sebagainya. Demikian menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut
mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali bahwa seseorang yang
menghibahkan suatu barang yang belum ada namun diperkirakan akan ada

dikemudian hari maka hibah yang demikian boleh.*®

*®Abdurrrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz 111, Beirut: Dar
al-Fikr, 1972, him. 210 - 212
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HIBAH DALAM KUH PERDATA

A. Sekilas tentang KUH Perdata

Sesuai dengan judul di atas yaitu sekilas tentang KUH Perdata, bahwa
hukum perdata adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada
azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari
kepentingan masyarakat.' Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata
materiil dan hukum perdata formil.

Sumber pokok Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah Kitab Undang-
Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek), disingkat KUHS (B.W.). KUHS
sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun
1811-1838; akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri
Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian
dari Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam penyusunannya
mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi
(Corpus Juris Civilis), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum
yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum kanoniek (hukum agama

Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.®

'Acmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia,
Bandung: Tarsito, 1977, him. 115.

LJ.van Aveldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya
Paramita, 1983, him. 232

3CS.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
1986, him. 209. Lihat juga Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia,
Bandung: Ghalia Indonesia, him. 66-71
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Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi, tidak
dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de
Commerce. Setelah pendudukan Perancis berakhir, oleh pemerintah
Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr J.M. Kemper dan
bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan
menggunakan sebagai sumber sebagian besar "Code Napoleon” dan
sebagian kecil hukum Belanda Kuno.

Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli
1830) tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober
1838. Pada tahun itu dikeluarkan:

1. Burgerlijk Wetboek (KUH Sipil).
2. Wetboek van Koophandel (KUH Dagang).

Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda
menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia.
Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30-4-1847 Staatsblad No. 23 dan
mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia.

Hukum perdata diatur dalam (bersumber pokok pada) Kitab
Undang-Undang Hukum Sipil yang disingkat KUHS (Burgerlijk Wetboek,
disingkat B.W.). KUHS itu terdiri atas 4 Buku, yaitu:

1. Buku I, yang berjudul Perihal Orang (Van Personen), yang memuat
Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan;
2. Buku IlI, yang berjudul Perihal Benda (Van Zaken), yang memuat

Hukum Benda dan Hukum Waris;
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Buku 111, yang berjudul Perihal Perikatan (Van Verbintennissen), yang
memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan
kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu,
Buku IV, yang berjudul Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa atau
Liwat Waktu (Van Bewijs en Verjaring), yang memuat perihal alat-alat
pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-
hubungan hukum.

Menurut IImu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat

dalam KUHS) dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu:

1.

Hukum Perorangan (Personenrecht) yang memuat antara lain:

a. peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum;

b. peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak
dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.

Hukum Keluarga (Familierecht) yang memuat antara lain:

a. perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara
suami/istri;

b. hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang
tua- ouderlijkemacht);

c. perwalian (voogdij);

d. pengampunan (curatele).

Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yang mengatur tentang

hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang.

Hukum Harta Kekayaan meliputi: (a). hak mutlak, yaitu hak-hak yang
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berlaku terhadap tiap orang; (b). hak perorangan, yaitu hak-hak yang
hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

4. Hukum Waris (Erfrecht), yang mengatur tentang benda atau kekayaan
seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari
hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).*

Pembagian KUH Perdata di atas menunjukkan bahwa pembagian
yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam
kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan

dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah

B. Kecakapan Untuk Memberi dan Menerima Hibah

Pasal 1683 menetapkan sebagai berikut:

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu
akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu
dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri
atau oleh seorang yang dengan suatu akte otentik oleh si penerima
hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan
yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan
kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah
dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat
dilakukan di dalam suatu akte otentik terkemudian yang aslinya harus
disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu si penghibah
masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang
terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan
kepadanya.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang
tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si

penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687,

* Ibid, him. 214
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harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar ia mengikat si
penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri
atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akte otentik (akte
notaris), surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya
harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana
dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai
penyerahan serta-merta (tunai), tetapi penghibahannya dilakukan dalam
suatu akte sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan
kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam
ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya
"penerimaan” secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya
hibah sendiri atau di dalam suatu akte otentik terkemudian sedangkan
penerimaan itu harus dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup.’

Untuk menghibahkan sesuatu, maka orang yang menerima hibah
harus sehat pikirannya, dan harus sudah dewasa. Diadakan pengecualian
yaitu terhadap seseorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun,
menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu
perjanjian perkawinan (pasal 1677). Orang yang belum mencapai usia
genap 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia
dibantu oleh orang tuanya atau orang yang harus memberikan izin

kepadanya untuk melangsungkan perkawinan. Dengan istilah "dibantu”

°R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1985, him. 103.
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dimaksudkan bahwa orang yang belum dewasa itu membuat sendiri
perjanjiannya (sebagai pihak) namun ia didampingi oleh orang tuanya itu.

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa,
tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-undang hanya
memberikan pembatasan dalam pasal 1679, yaitu menetapkan bahwa
orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan)
pada saat dilakukannya penghibahan, dengan mengindahkan pula
ketentuan pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: "Anak yang ada dalam
kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si
anak itu menghendakinya".®

Pasal 1678 melarang penghibahan antara suami dan isteri selama
perkawinan. Namun (demikian pasal itu seterusnya) ketentuan ini tidak
berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang-barang
bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau tinggi, mengingat
kemampuan si penghibah. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau
suami-isteri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan, sebab
kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (yang adalah pola
normal dalam sistem B.W.), maka kekayaan kedua belah pihak dicampur
menjadi satu, baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan
maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
Ketentuan (larangan penghibahan antara suami-isteri) ini dimaksudkan

untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-

®Ibid., him. 100
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transaksi dengan si suami atau si isteri dimana mereka tentunya
menyandarkan kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan si suami
atau isteri itu. Dalam hukum perkawinan juga terlihat adanya suatu
larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan. Penghibahan-
penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga
keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekadar oleh Presiden atau
penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan
kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima
pemberian-pemberian itu (pasal 1680). Penguasa yang ditunjuk oleh
Presiden itu sekarang adalah Menteri Kehakiman.’

Akhirnya oleh pasal 1681 dinyatakan berlakunya beberapa pasal
dari Buku Il B.W. (pasal 904, pasal 906, pasal 907 dan lain-lain) terhadap
penghibahan. Jika melihat pasal-pasal itu, ternyata bahwa ketentuan-
ketentuan itu mengandung larangan memberikan hibah-wasiat kepada
beberapa orang tertentu dengan siapa si pemberi mempunyai hubungan
yang begitu khusus sehingga dianggap tidak pantas kalau orang-orang
tersebut menerima suatu pemberian darinya. Misalnya dilarang pemberian
hibah wasiat kepada walinya si pemberi, kepada dokter yang merawat si
pemberi sewaktu ia sakit yang mengakibatkan matinya si pemberi ini,

kepada notaris yang membuat testament tentang hibah wasiat yang dibuat-

"Ibid., him. 100 — 101.
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.oleh si pemberi hibah itu, dan lain-lain. Dengan demikian maka larangan-
larangan itu juga berlaku dalam hal penghibahan.®

Perlu dijelaskan, dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali
dalam situasi tertentu. Istilah penarikan kembali dan penghapusan hibah
digunakan oleh R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya

Harahap menggunakan istilah “pencabutan dan pembatalan hibah".°

Meskipun suatu penghibahan, sebagaimana halnya dengan suatu
perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan
kemungkinan bagi si penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik
kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang.

Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 dan berupa tiga hal:

a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan
telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".

b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu
melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah,
atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;

c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah,
setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan

dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai

®Ibid., him. 101.

®Ibid., him. 104. Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan
Tertentu, Bandung: Sumur Bandung, 1961, hlm. 120. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum
Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, him. 278.
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penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu
tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang
itu diajukan kepada Pengadilan.

Kalau si penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang
yang dihibahkan tetap padanya dan si penerima hibah tidak lagi dapat
menuntut penyerahannya. Kalau si penghibah sudah menyerahkan
barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah
diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-
hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah
dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan,
juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia
diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada si penghibah, untuk hipotik-
hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas
benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.™

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan
lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-
peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu
oleh si penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh si
penghibah terhadap para ahli warisnya si penerima hibah, atau oleh para
ahli warisnya si penghibah terhadap si penerima hibah, kecuali, dalam hal
yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh si penghibah, ataupun

jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya

%Subekti, op.cit., him. 104 — 105.
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peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung
maksud bahwa, apabila si penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa
yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan
hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang

cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni si penerima hibah.**
C. Cara Menghibahkan

Undang-undang telah menetapkan secara imperatip mengenai cara
dan bentuk penghibahan. Hal ini diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata.
Penghibahan harus dilakukan dengan "akte notaris". Penghibahan diluar
cara ini adalah batal (nietig).*?

Fungsi akte notaris dalam hibah, bukan semata-mata sebagai alat
bukti. Fungsi akte notaris dalam hibah merupakan "syarat esensial™ untuk
"sah"-nya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan
akte notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akte
notaris; adalah persetujuan hibah yang mutlak batal.

Pembaharuan atau novasi maupun pemenuhan atas natuurlijke
verbintenis, bukan hibah. Oleh karena itu; pemenuhan atas natuurlijke
verbintenis tidak memerlukan bentuk akte notaris.™

Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah

tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akte

"1bid., him. 105 — 106.

12Johari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta: Ull, 1983,
him. 142.

yahya Harahap, op.cit., him. 276.
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notaris. Maksudnya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan

disempurnakan dengan akte notaris di belakang hari. Pembaharuan

demikian tidak bisa berlaku surut sejak penghibahan semula.

Penerimaan hibah pun harus dilakukan dengan akte notaris (pasal
1683):

- Boleh penerimaan itu dilakukan bersamaan dalam akte pemberian
hibah maupun dilakukan dalam akte penerimaan tersendiri. Jika
penerimaan hibah dilakukan melalui akte notaris tersendiri; akte
notaris penerimaan ini harus "diberitahukan" kepada pihak pemberi
hibah.

- Pemberitahuan penerimaan hibah harus dilakukan pada saat si pemberi
hibah "masih hidup”. Selama pemberitahuan penerimaan hibah belum
ada; persetujuan hibah "belum lagi mengikat". Karena itu
pemberitahuan penerimaan yang dilakukan sesudah si pemberi hibah
meninggal dunia; maka persetujuan hibah tidak mempunyai akibat
hukum apa-apa lagi. Ahli waris si pemberi hibah, tidak terikat pada
persetujuan hibah tersebut.**

Sesuai dengan ketentuan pasal 1686, dengan pemberian barang
yang dihibahkan kepada si penerima hibah; belum dianggap merupakan
penyerahan yang sempurna. Sempurnanya penyerahan barang hibah,
apabila di samping penyerahan nyata harus pula dilakukan penyerahan

yuridis dengan jalan akte balik nama dari si pemberi hibah kepada

“Ibid., him. 276. Lihat Wirjono Projodikoro, op.cit., him. 118 — 119.
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penerima hibah. Dengan demikian, sebelum dilakukan akte balik nama,
persetujuan hibah belum lagi sempurna. Si pemberi hibah diwajibkan

melakukan akte balik-nama tersebut.
D. Hibah terhadap Barang yang Belum Ada

Menurut pasal 1666 B.W. penghibahan (bahasa Belanda: schenking,
bahasa Inggris: donation) adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,
diwaktu hidupnya, dengan cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik
kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang
menerima penyerahan itu.”

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian
"dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "om niet"), dimana perkataan "dengan
cuma-cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja,
sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai
imbalan.

Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak"
("unilateral™) .sebagai lawan dari perjanjian "bertimbal-balik” ("bilateral™),
Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal-balik, karena yang lazim
adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima
suatu kontra-prestasi.

Perkataan  "diwaktu-hidupnya” si  penghibah, adalah untuk

membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan

>Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya
Paramita, 2005, him. 436
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dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan
dan berlaku sesudah pemberi meninggal dan setiap waktu selama pemberi itu
masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam
testament itu dalam B.W. dinamakan "legaat" ("hibah wasiat™) yang diatur
dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian.
Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah
dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak olah si
penghibah.

Penghibahan dalam sistem BW adalah (seperti halnya dengan jual-beli
atau tukar-menukar) bersifat "obligatoir" saja, dalam arti belum memindahkan
hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya
"levering" atau penyerahan (secara yuridis), yang cara-caranya sudah kita lihat
di dalam bab tentang jual-beli. Dikatakan bahwa penghibahan, disamping
jual-beli dan tukar-menukar merupakan salah satu "titel" bagi pemindahan hak
milik.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada.
Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka
sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan
ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-
sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari,
penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai

barang yang kedua adalah tidak sah.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1667 KUH PERDATA

A. Analisis Pasal 1667 KUH Perdata tentang Penghibahan Barang yang
Belum Ada

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada.
Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka
sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan
ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-
sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari,
penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai
barang yang kedua adalah tidak sah.

KUH Perdata menganggap tidak sah penghibahan terhadap barang
yang belum ada karena dalam sistem KUH Perdata, penghibahan itu harus
jelas barangnya dan dapat dilihat oleh penerima hibah. Jika barang yang
hendak dihibahkan belum ada maka berarti barang tersebut tidak dapat dilihat,
dan barang yang tidak dapat dilihat dianggap sebagai angan-angan saja.

Dari sini terlihat KUH Perdata tampaknya tidak mau berspekulasi
terhadap barang yang belum ada untuk dinyatakan seakan-akan sudah ada.
KUH Perdata menekankan keberadaan barang itu dapat dibuktikan saat itu
juga dan tidak boleh ditunda. Penundaan untuk menerima barang tersebut
dianggap bukan sebagai penghibahan melainkan tidak bedanya dengan

perjudian yang terjadinya digantungkan dengan waktu. Dalam perjudian

44
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peristiwa keberuntungan seseorang itu bisa terjadi namun bisa juga
sebaliknya.

Untuk menghindari kesan bahwa hibah tidak bedanya dengan
perjudian maka KUH Perdata meletakkan pasal 1667 sebagai syarat barang
yang hendak dihibahkan. Dengan syarat dalam pasal tersebut maka hibah
dianggap mempunyai kepastian hukum sehingga tidak merugikan penerima

hibah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 1667 KUH Perdata tentang
Penghibahan Barang yang Belum Ada
Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan
syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku
hukumnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah
adanya ijab (ungkapan penyerahan/pemberian harta), gabul (ungkapan
penerimaan) dan gabd (harta itu dapat dikuasai langsung).! Jumhur ulama
mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang
menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang
menerima hibah.?
Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia

adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas.

pengertian harta dapat dikuasai langsung yaitu kepada yang menerima hibah dapat
melakukan perbuatan hukum terhadap barang yang dihibahkan itu seperti menjualnya, atau
menghibahkan lagi pada yang lain.

Nasrun Harun, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, him. 84.
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Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka
termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.*
Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:

a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila
harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi
yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum
muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan
kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah
diperjualbelikan sah dihibahkan).

b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu
tidak bernilai dalam pandangan syara’, tidak sah dihibahkan, seperti darah
dan minuman keras.

c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu,
harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik
tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu,
kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian juga
halnya dengan harta orang lain yang ada di tangannya sebagai amanah
tidak boleh dihibahkan.

d. Menurut ulama Hanafiyah* apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk

rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi,

SAnak kecil dan orang gila dianggap sebagai orang yang tidak mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu kedua orang tersebut dianggap tidak cakap
hukum.

*Nasrun Harun, op. cit, him. 84
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ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah® mengatakan bahwa
menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila
seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain,
sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi,
maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga
orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah
yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari
pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah,
Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi
kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat,
menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah,
karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis,
menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn
al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar figh Hanafi,
mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa
diukur dan dibagi.®

e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait
dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu
dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.
Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada
tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga

apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu

*Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayat al Mujtahid
Wa Nihayat al Mugtasid, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, jilid 2, him. 446
®Nasrun Harun, op. cit, him. 85
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ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari
permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih
hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang
dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut
induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.

Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qabdh) penerima
hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah,
syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat
penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya
mengatakan al-qabdh (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat
terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat
ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa al-
gabdh hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad
hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang al-
gabdh ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah mengatakan
bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan gabul saja,
tetapi harus bersamaan dengan al-gabdh (bolehnya harta itu dikuasai),
sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu
sebidang tanah, maka syarat al-qabdhnya adalah dengan menyerahkan
surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila
yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan

dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.
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Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu:’

1. al-gabdh secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima
harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu,
penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.

2. al-gabdh melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima
harta hibah ini ada dua, yaitu:

a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau
belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya
adalah walinya.

b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima
hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau
barang itu ia ambil tanpa izin (al-gasb), maka tidak perlu lagi
penyerahan dengan al-gabdh, karena harta yang dihibahkan telah
berada di bawah penguasaan penerima hibah.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penghibah, ialah orang yang

memberikan sesuatu atau harta kepada pihak yang lain. Bagi penghibah

diperlukan syarat-syarat berikut:

a.

Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau
harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi perpindahan milik,
karena itu mustahil seorang yang tidak mempunyai milik menghibahkan

sesuatu atau barang kepada pihak yang lain.

"Ibid., hlm. 85
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b. Penghibah itu adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan
melakukan tabarru’. Maksudnya ialah ia telah mursyid, telah dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau
perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu.

c. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karena
lemah akalnya ia ditetapkan berada di bawah perwalian.

d. Penghibah melakukan hibah itu dalam keadaan mempunyai iradah dan
ikhtiar dalam melakukan tindakannya. Seorang mempunyai iradah jika
orang itu melakukan tindakan atas dasar kehendaknya, bukan karena
dipaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat berbuat menurut
kehendaknya seperti dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Seorang
dikatakan mempunyai ikhtiar dalam tindakannya apabila ia melakukan
perbuatan atas pilihannya bukan karena dipilih orang lain. Tentu saja
pilihan ini terjadi setelah memikirkan dengan matang.

Adapun penerima hibah, ialah orang yang menerima pemberian.
Syarat-syarat penerima hibah ialah : bahwa ia telah ada dalam arti yang
sebenarnya, karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima
hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan milik. Dalam perpindahan
milik hendaklah ada dalam arti yang sebenarnya orang yang akan menerima
milik, karena perpindahan milik itu langsung terjadi setelah shighat akan
diucapkan. Anak yang dalam kandungan belum sanggup menerima

perpindahan milik itu.



51

Jika penerima hibah itu orang yang tidak atau belum mukallaf, maka
yang bertindak sebagai penerima hibah itu ialah wakil atau walinya atau orang
yang bertanggungjawab memelihara dan mendidiknya.

Adapun shighat hibah, ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang-
orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka shighat
hibah terdiri atas ijab dan gabul. ljab, ialah kata-kata yang diucapkan oleh
penghibah, sedang gabul diucapkan oleh orang yang menerima hibah. Contoh
shighat hibah ialah, si A berkata kepada si B : "Aku hibahkan kepadamu B
sebidang tanahku yang luasnya 400 m2, yang terletak di desa X, kecamatan
Y". Si B menjawab:' 'Aku terima hibah A itu". Sejak waktu itu tanah milik A
itu beralih menjadi milik B.

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada
ijab dan gabulnya, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam shighat hibah
itu. Dasarnya ialah perbuatan Rasulullah saw dan para sahabat, sedang
sebagian pengikut Hanafiah memandang sah suatu hibah tanpa gabul, cukup
dengan ijab saja.

Tentu saja shighat hibah itu hendaklah perkataan yang mengandung
pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan gabul. Bagi
orang yang tidak atau kurang dapat berbicara, maka shighat hibah cukup
dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dan dapat
dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

Sebenarnya ajaran Islam tidak mensyaratkan agar dalam hibah

disiapkan alat-alat bukti, seperti saksi, surat-surat autentik dan sebagainya.
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Tetapi banyak isyarat yang dari isyarat-isyarat itu dipahamkan bahwa
sebaiknya dalam hibah itu ada alat-alat buktinya. Dengan adanya alat-alat
bukti itu akan timbul kemantapan baik bagi yang menghibahkan maupun bagi
yang menerima hibah itu, maka dengan adanya alat-alat bukti itu maka
perkara atau persoalan itu mudah diselesaikan. Tentu saja yang diperlukan
alat-alat bukti itu ialah hibah yang berhubungan dengan barang-barang yang
tidak bergerak dan tahan lama, seperti tanah, kebun, rumah dan sebagainya.

Rukun hibah yang selanjutnya ialah obyek yang dijadikan hibah atau
benda yang dihibahkan. Tidak ada hibah bila sekiranya tidak ada sesuatu yang
dihibahkan. Pertanyaan yang muncul ialah apakah syarat-syarat yang harus
dipunyai oleh sesuatu yang dihibahkan sehingga ia bisa menjadi barang
hibah? Untuk itu ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi, yakni:

1. Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak
penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan
itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.

2. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya
ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu
yang belum wujud.

3. Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh
agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh
dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.

4. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari

harta milik penghibah.
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Dengan demikian jelaslah bahwa barang hibah itu telah ada dalam arti
yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti
rumah yang belum dibangun, atau tanah yang belum selesai dibalik nama atas
nama penghibah dan sebagainya. Demikian menurut mazhab Syafi'i.
Sedangkan menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali bahwa seseorang
yang menghibahkan suatu barang yang belum ada namun diperkirakan akan
ada dikemudian hari maka hibah yang demikian boleh.®

Dalam perspektif hukum Islam terdapat dua pendapat yang berlainan
tentang penghibahan barang yang belum ada. Menurut mazhab Syafi'i, hibah
terhadap barang yang belum ada adalah tidak boleh sedangkan menurut
mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali bahwa seseorang yang menghibahkan
barang yang belum ada namun diperkirakan akan ada di kemudian hari maka
hibah yang demikian boleh. Dan apabila keduanya dilihat dari pasal 1667
KUH Perdata bahwa antara pasal 1667 KUH Perdata dengan mazhab Syafi'i
adalah sama-sama tidak memperbolehkan penghibahan terhadap barang yang
belum ada meskipun diperkirakan akan ada di kemudian hari sedangkan
antara Pasal 1667 KUH Perdata dengan mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali
terdapat perbedaan antara keduanya. Menurut Pasal 1667 KUH Perdata, hibah
terhadap barang yang belum ada adalah tidak boleh sedangkan menurut
mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali bahwa penghibahan terhadap barang
belum ada namun diperkirakan akan ada di kemudian hari maka hibah yang

demikian boleh.

8Abdurrrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-4rba’ah, Juz 111, Beirut: Dar
al-Fikr, 1972, him. 210 - 212
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Maksud hukum Islam membolehkan hibah terhadap barang yang
belum ada adalah hibah itu bersifat bebas dan merupakan sebuah keinginan
dari penghibah untuk memberikan suatu barang kepada orang yang dia anggap
layak menerimanya. Adapun soal ada atau belum ada barang itu tidak bisa
dikategorikan dengan perjudian. Hibah bukanlah dimaksudkan untuk berjudi
melainkan suatu kerelaan dari pemilik barang atau harta benda untuk
menyerahkan barang.

Menurut agama Islam, seseorang boleh menyerahkan atau memberikan
harta miliknya kepada orang lain di waktu ia masih hidup dan pemindahan
milik berlaku pada waktu ia masih hidup pula atau ia boleh menyatakan
pemberiannya di waktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik
dilakukan setelah ia meninggal dunia. Yang pertama disebut hibah sedang
yang kedua disebut wasiat. Hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada
kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh
hartanya, sedang wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta orang yang
berwasiat. Hibah tidak dapat dibatalkan oleh orang yang menghibahkan,
sedang wasiat boleh dibatalkan oleh orang yang berwasiat secara sepihak.

Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari
orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain
sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut ‘ariyah. Dalam
hibah, seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan
kepadanya, sedang dalam ‘ariyah, si penerima hanya beroleh hak memakai

atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak
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menjadi miliknya. Pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan
penggantian disebut bai'i (jual beli). Hibah berbeda pula dengan sedekah.
Sedekah, ialah suatu pemberian yang dilakukan kepada pihak tertentu dengan
tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dasar sedekah, ialah semangat
keagamaan, sedang hibah tidak berdasarkan semangat keagamaan atau untuk
mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka berdasar kehendak dan
keinginan yang memberi saja.’

Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh
seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan, Jarang suatu pemberian
yang diberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan atau sebagai
pembalas dari sesuatu yang telah diberikan sebelumnya. Dalam prakteknya,
banyak hibah yang dilakukan dengan serah terima dan ada pula yang tanpa
menggunakan serah terima. Kata serah terima lebih populer dengan istilah ijab

gabul.

’Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, Jakarta: Prenada Media, 2003, him. 230-232



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan

bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang penghibahan barang yang belum ada dalam Pasal 1667

2.

KUH Perdata, hibah hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah
ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari,
maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667).
Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah
ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada
dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama
adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 1667 KUH Perdata tentang
penghibahan barang yang belum ada, terdapat dua pendapat yang
berlainan. Menurut mazhab Syafi'i, hibah terhadap barang yang belum ada
adalah tidak boleh sedangkan menurut mazhab Maliki, Hanafi dan
Hambali bahwa seseorang yang menghibahkan barang yang belum ada
namun diperkirakan akan ada di kemudian hari maka hibah yang demikian
boleh. Dan apabila keduanya dilihat dari pasal 1667 KUH Perdata bahwa
antara pasal 1667 KUH Perdata dengan mazhab Syafi'i adalah sama-sama
tidak memperbolehkan penghibahan terhadap barang yang belum ada

meskipun diperkirakan akan ada di kemudian hari sedangkan antara Pasal

56
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1667 KUH Perdata dengan mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali terdapat
perbedaan antara keduanya. Menurut Pasal 1667 KUH Perdata, hibah
terhadap barang yang belum ada adalah tidak boleh sedangkan menurut
mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali bahwa penghibahan terhadap barang
belum ada namun diperkirakan akan ada di kemudian hari maka hibah
yang demikian boleh. Maksud hukum Islam membolehkan hibah terhadap
barang yang belum ada adalah hibah itu bersifat bebas dan merupakan
sebuah keinginan dari penghibah untuk memberikan suatu barang kepada
orang yang dia anggap layak menerimanya. Adapun soal ada atau belum
ada barang itu tidak bisa dikategorikan dengan perjudian. Hibah bukanlah
dimaksudkan untuk berjudi melainkan suatu kerelaan dari pemilik barang

atau harta benda untuk menyerahkan barang.

B. Saran-saran

Hukum Islam dan KUH Perdata tidak perlu dipertentangkan melainkan
harus dipertemukan. Karena itu dalam rangka pembaharuan hukum perdata
tentang hibah, maka hukum Islam hendaknya dijadikan masukan dalam

merevisi KUH Perdata.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah
akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa
dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh

dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis
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harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
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